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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Hukum Bagi Debitur dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor oleh Kreditur di 

Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pegadaian berlapis sepeda 

motor belum terlaksana secara optimal. Meskipun KUHPerdata melalui Pasal 

1150, 1155, 1157, 1337, dan 1365 memberikan perlindungan terhadap 

debitur, dalam praktik masih ditemukan perjanjian gadai secara lisan tanpa 

penjelasan hak dan kewajiban. Kreditur juga menggadaikan kembali sepeda 

motor tanpa persetujuan debitur, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian 

dan ketidakpastian hukum.  

2. Hambatan perlindungan hukum bagi debitur meliputi rendahnya pemahaman 

hukum masyarakat, tidak adanya perjanjian tertulis, penggadaian kembali 

tanpa persetujuan debitur, serta kondisi ekonomi yang mendesak. Selain itu, 

lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya saling percaya turut 

menyebabkan praktik gadai berlapis masih terjadi. 

B. Saran 

Seharusnya saat pelaksanaan perjanjian, pegadaian menetapkan nilai 

besaran ganti rugi yang telah disesuaikan dengan harga pasaran pada saat 

perjanjian dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu-waktu, 

setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat 

barang jaminan itu digadaikan, karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan 
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kepada nasabah pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan, seharusnya 

seperti itu agar tidak merugikan nasabah.  
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